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PUTUSAN 

Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Mmj 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 25 tahun, agama 

Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 

Sampoang, RT 00 RW 00, Desa Lara, Kecamatan 

Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya 

disebut sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, pekerjaan Petani, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

tempat kediaman di Jalan Desa Sahapi , RT 001 RW 

001, Desa Sahapi, Kecamatan Kelumpang Hilir, 

Kabupaten Kota baru, Provinsi Kalimantan Selatan, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 

01 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Mmj, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 
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Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 

098/14/VIII/2016, tertanggal 10 Agustus 2016;  

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

pemberian orang tua Tergugat selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan 

Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah hingga sudah di karuniai 2 anak yang bernama 

Nadhifa, Nik 7606056803190001, Tempat tanggal lahir, Mamuju Tengah 28 

Maret 2019, pendidkan TK, diasuh oleh Penggugat, Muhammad Al Farisqi, 

Nik 7606052109200001, Tempat tanggal lahir, Mamuju Tengah 21 

September 2020, pendidikan belum bersekolah, diasuh oleh Penggugat;  

3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai 

tidak harmonis disebabkan karena biasa terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan yang buruk, dimana 

Tergugat sering bermabuk- mabukan, sehingga Tergugat biasa melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat diseluruh 

badan Penggugat hingga bahkan menginjak Penggugat, puncaknya pada 

tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat 

pergi meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat hingga 

sampai sekarang;  

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 

tahun hingga sampai sekarang;  

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini;  

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  

 Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat 

dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

Primer 
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1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;   

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono);  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata 

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan. Walaupun demikian 

Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah wa 

rahmah, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;  

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam 

sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan 

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar 

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti-bukti sebagai berikut: 

I. Bukti Surat  

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/14/VIII/2016 yang dikeluarkan 

oleh KUA Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat pada 

tanggal 10 Agustus 2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai 

cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya 

ternyata cocok, lalu diberi kode P;  

II. Bukti Saksi 
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saksi, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut 

agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah 

ayah kandung Penggugat; 

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  

rumah orang tua Penggugat; 

 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup 

bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak; 

 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan 

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi; 

 Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat 

adalah Tergugat sering memukul Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat; 

 Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

selama kurang lebih 2 tahun; 

 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh 

keluarga namun tidak berhasil; 

Bahwa untuk melengkapi alat bukti tentang alasan perceraian serta 

demi memenuhi syarat batas minimal alat bukti maka majelis hakim 

menjatuhkan putusan sela yang bunyinya memerintahkan Penggugat 

mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah suppletoir) 

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang 

pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang 

tercantum dalam surat gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan 

gugatan Penggugat tersebut; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat 

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidak 

hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah 

menurut hukum (default without reason) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka 

harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa 

kehadiran Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan 

dalil-dalil gugatan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan 

diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang 

terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada 

harapan lagi untuk kembali rukun;  

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara  

resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  persidangan  dan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

maka secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk 

mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya 

di persidangan; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir sesuai 

ketentuan pasal 149 R.Bg. dan gugatan tersebut harus diperiksa secara 

verstek; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai kode P berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan menghadirkan saksi dipersidangan atas nama 

Jusman J bin Jadil; 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai 

perceraiannya, Penggugat hanya mampu mengajukan 1 orang saksi yang 

terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak 

sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di 

bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan 

materi keterangan saksi tersebut . 

Menimbang, bahwa selain 1 orang saksi tersebut, Penggugat 

mencukupkan alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah 

suppletoir), dan pengucapan sumpah ini telah sesuai dengan maksud pasal 182 

R.Bg. 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., 

saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan 

dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber 

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling 

bersesuaian satu dengan yang lain; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan 

keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan 

sebagai berikut: 

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan 

telah dikaruniai 2 orang anak 

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 

selama kurang lebih 2 tahun; 

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai namun 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan 

oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan 

pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, 

oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan 
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memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi 

warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat 

alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 

76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi tentang perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa 

keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena 

saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi 

(testimonium de auditu), namun berkaitan dengan akibat hukum (rechts gevolg) 

dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti 

bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan 

selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga 

merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah 

tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang 

jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga 

jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya 

sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar 

apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan; 

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan 

saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting 

berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat 

hukum (rechts gevolg) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat 

selama kurang lebih 2 tahun yang berarti antara keduanya sudah tidak saling 
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memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai 

suami istri; 

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan 

perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa 

dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah 

perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini; 

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan 

Penggugat tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat namun hanya menyebutkan akibat hukum (rechts gevolg) dari 

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan 

tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang 

mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan saksi dalam 

sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum 

(rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.  

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat 

sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami 

istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu 

memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan 

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan 

tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat 

dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama 

pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan 

keadaan tersebut menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i’tikad baik dari kedua belah 

pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja 

dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah 
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tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam 

rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut; 

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur 

rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, 

oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk 

penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar 

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan 

dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa 

dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi 

yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri 

tersebut; 

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis 

Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada 

Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun 

Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal 

tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah 

tangga dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin 

meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat menunjukkan rumah 

tangga keduanya telah pecah (broken mirrage) dan harapan untuk rukun 

kembali dalam rumah tangga telah pupus sebagaimana tujuan adanya 

pernikahan; 

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila 

dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak 

hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat 

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan 

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup 

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat; 
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Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena 

perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima 

setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab 

perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim 

menilai bahwa adanya fakta tentang hidup berpisah, tidak tinggal dalam satu 

tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk 

meneruskan kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat 

diindikasikan akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam 

kehidupan rumah tangga; 

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka 

jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat 

serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis 

Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian 

berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi; 

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya 

alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 

sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan  

tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir  dan  usaha 

damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7  

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) 

dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan 

Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan 

tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi 

dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka 

sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek; 
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Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang 

diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan- 

pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain 

shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara 

Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, 

sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya 

tercantum dalam diktum putusan ini; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir;   

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3.   Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) 

terhadap Penggugat (Penggugat);   

4.   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);   

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh 

Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari 

Mallarangan, S.H.I. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga 

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim 

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yahya, S.H.I. sebagai Panitera 

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota, Ketua Majelis, 
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Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I. Muhammad Natsir., S.H.I 

   

  

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.  

 Pantera Pengganti, 

  

 

 Yahya, S.H.I. 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran 

2. Biaya ATK Perkara 

3. Biaya Panggilan 

4. Biaya PNBP Relaas Panggilan 

5. Biaya Redaksi 

6. Biaya Materai 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

30.000,- 

100.000,- 

950.000,- 

20.000,- 

10.000,- 

10.000,- 

J u m l a h Rp. 1.120.000,- 

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). 
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